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PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah 

merupakan lima provinsi yang memiliki kekayaan alam berupa sumber daya mineral 

yang melimpah. Hal tersebut dilihat berdasarkan pendapatan kelima provinsi dari 

dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum yang diterima. Pendapatan 

yang berasal dari sumber daya mineral perlu dialokasikan untuk pengeluaran bidang 

yang produktif seperti pengeluaran untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan 

pembangunan infrastruktur. Pengeluaran pada bidang kesehatan dan pendidikan 

akan dapat memberikan manfaat bagi modal manusia. Ketika modal manusia lebih 

berkualitas maka dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu, pengeluaran pada 

pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan raya beraspa l dapat 

memberikan manfaat seperti dapat mendukung dunia usaha serta menghubungkan 

pusat perekonomian. Pada akhirnya, pengeluaran yang dilakukan pada bidang 

produktif dapat mendorong kinerja perekonomian suatu wilayah dalam jangka 

panjang. 

Untuk menentukan apakah suatu wilayah mengalokasikan pendapatan mineralnya 

secara tepat yaitu untuk pengeluaran di bidang yang produktif, maka digunakan suatu 

indikator yaitu Sustainbale Budget Index (SBI). SBI suatu wilayah yang bernilai lebih 

kecil dari satu (<1) memiliki arti bahwa pendapatan mineral suatu wilayah digunakan 

untuk membiayai  pengeluaran di bidang yang produktif. Sebaliknya, jika suatu 

wilayah memiliki nilai SBI lebih besar dari satu (>1) berarti sebagian pendapatan 

mineral digunakan untuk membiayai penge luaran bidang yang tidak produktif.  

Tujuan penelitian ini adalah memanfaatkan SBI untuk menjelaskan penyebab 

mengapa sebuah wilayah yang kaya mineral, memiliki kinerja ekonomi yang buruk. 

Hasil penghitungan dengan menggunakan rumus SBI menunjukkan bahwa 

Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan memiliki nilai SBI lebih besar dari satu 

yaitu sebesar 1,007 dan 1,129, sedangkan Papua, Sumatera Selatan dan Jawa 

Tengah memiliki nilai SBI lebih kecil dari satu yaitu masing-masing sebesar 0,714, 

0,476 dan 0,689. Selain itu, berdasarkan hasil regresi model tanpa DSBI, diperoleh 

hasil bahwa peningkatan angka harapan hidup penduduk sebesar satu tahun akan 

akan meningkatkan PDRB sebesar 2,5 triliun rupiah. Saat investasi meningkat 

sebesar satu juta US$ akan meningkatkan  PDRB sebesar 1,8 miliar rupiah. Variabel 



panjang jalan beraspal yang merupakan proxy untuk penyediaan infrastuktur, 

koefisiennya signifikan secara statistik. Apabila panjang jalan beraspal bertambah 

satu kilometer akan meningkatkan PDRB sebesar 7,8 miliar rupiah. Berdasarkan hasil 

estimasi yang diperoleh dari model dengan DSBI, peningkatan variabel angka 

harapan hidup penduduk sebesar satu tahun di suatu provinsi akan meningkatkan 

PDRB sebesar 4,8 triliun rupiah. Ketika investasi yang ditanamkan di suatu p rovinsi 

meningkat sebesar satu juta US$ akan meningkatkan PDRB sebesar 1,6 miliar 

rupiah. Saat panjang jalan beraspal di suatu provinsi bertambah sebesar satu 

kilometer akan meningkatkan PDRB sebesar 6,1 miliar rupiah. Peningkatan satu 

tahun pada rata-rata lama bersekolah penduduk di suatu provinsi akan meningkatkan 

PDRB sebesar 1,6 triliun rupiah. Variabel indikator SBI yang signifikan secara statistik 

terhdapa PDRB kelima provinsi memiliki makna bahwa provinsi yang pengelolaan 

pendapatan mineralnya lebih baik akan meningkatkan PDRB sebesar 1,4 triliun 

rupiah.  

5.2. Implikasi Kebijakan 

Seperti yang telah dibahas dalam penelitian ini, Papua, Sumatera Selatan dan Jawa 

Tengah telah mengelola pendapatan yang yang berasal dari sumber daya mineral 

dengan cara yang tepat yaitu menggunakan pendapatannya untuk membiayai 

pengeluaran di bidang yang produktif. Sebaliknya, Kalimantan Timur dan Kalimantan 

Selatan gagal dalam mengelola pendapatan mineralnya secara tepat. Kedua provinsi 

tersebut menggunakan pendapatan mineral untuk membiayai pengeluaran yang tidak 

produktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa provinsi yang berhasil mengelola 

pendapatan mineral secara tepat akan memiliki kinerja perekonomian yang lebih baik 

dalam jangka panjang. 

Berdasarkan temuan tersebut, penulis berpendapat  akan sangat baik bagi 

Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang memiliki nilai SBI tidak baik, meniru 

langkah yang dilakukan oleh Papua, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah yang 

memiliki nilai SBI baik, dimana ketiga provinsi mengalokasikan pendapatan mineral 

untuk membiayai pengeluaran di bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan 

jalan raya beraspal. Sehingga diharapkan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan 

dapat mengelola pendapatan mineral dengan cara yang tepat yaitu digunakan un tuk 

membiayai pengeluaran yang produktif, sehingga dalam jangka panjang dapat 

berkontribusi bagi perekonomian suatu wilayah.  

Selain langkah diatas, salah satu langkah lain yang dapat dilakukan yaitu wilayah 

membentuk semacam Lembaga Pengelola Dana Pendidi kan (LPDP) dalam cakupan 



provinsi. Masing-masing provinsi mengelola pendapatan yang berasal dari sumber 

daya mineral untuk digunakan sebagai dana abadi pendid ikan. Dana abadi 

pendidikan tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program yang 

mendukung pendidikan, seperti beasiswa pendidikan di masing -masing provinsi. 

Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa para penerima beasiswa setelah selesai 

menjalani program beasiswa wajib untuk kembali ke daerah masing -masing. Hal itu 

dilakukan untuk mencegah terjadinya fenomena brain drain. Fenomena brain drain 

merupakan fenomena langkanya sumber daya manusia yang berkualitas di suatu 

daerah akibat sumber daya manusia yang berkualitas berpindah ke daerah lain yang 

lebih maju. Maka dari itu diharapkan, dengan a danya sumber daya manusia yang 

berkualitas dapat berkontribusi dalam mendorong perekonomian masing-masing 

provinsi. 

Berbagai saran kebijakan di atas mensyaratkan estimasi yang baik. Karena itu, upaya 

untuk memperbaiki model yang digunakan pada penelitian i ni tentunya dibutuhkan. 

Misalnya, dengan melakukan penghitungan SBI untuk tahun -tahun yang berbeda. Hal 

ini bermanfaat guna menemukan pada jeda waktu ( time-lag) berapa yang paling baik 

untuk mengestimasi kontribusi jangka panjang pengelolaan pendapatan sum ber daya 

alam tidak terbarukan bagi kinerja perekonomian daerah.  
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